
SALINAN

BupATI suKAnnARA
pRo¥IHsl HALlnAA)rmH TEHGAII

PERATURAH BupATI suKAnRARA
NOMOR 20 TAHUH 2021

TENTENG

PENGELOLAAH IRTVESTAsl dAlrGKA PEHDEK
DI LIHGKUNGAII PEMERIRTAII KABUPATEH SUKAMARA

DEHGAnT RAIIMAT TUHAnr ¥AnrG nnAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

Menimbang     :  a.   bahwa  berdasackan  ketentuan  Pasal  131  Ayat  (1)  Peraturan
Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2019   tentang   Pengelolaan
Kenangan    Daerah,    menyebutkan    bahwa    dalam    rangka
manajemen  kas,  Pemerintah  Daerah  dapat  mendepositokan
dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik
Daerah  yang  sementara  belum  digunakan  sepanjang  tidak
mengganggu  likuidifas  Keuangan  Daerah,  tugas  daerah,  dan
kHalitas pelayanan publik;

b+  bahwa   investasi  jangka   pendek   dilakukan   dalam   rangka
optimalisasi  pemanfaatarl  Kas  Daerah  untuk  meningkatkan
Pendapatan   Daerah,   deHgan   memperhatikan   kemampHan
keuangan daerah;

£.  hafiwa b€rdasarken pertinbangali sebagaimana dimaksHd pada
huruf  a  dan  huruf  b,  perlu  menetapkan  Peraturan  Bupati
tentang  Pengelolaan  lnvestasi  Jangka  PeHdek  Dilingkungari
Pemerintah Kabupaten Sukamara;

Men8in8at 1.   Undang-Undang  Nomor  7  Tahun   1992   tentang  Perbankan
{Lembaran Negara RepHbfik Indonesia Tahun  1992 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473}
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  10
Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun  1992  tentafig  Perbarikan  {Lembaran  Negara  Republik
indonesia Tahun 1998 Nomor 182 , Tambahan I+embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3790);

2.   Undang-Undang Nomor  5  Tahun  2002  tentang Pembentukan
Kabupaten     Katingan,     Kabupaten     S€ruyan,     Kabupaten
SHkarnaraf  Kabupaten  IJamandau,  Kabupaten  Pulang  Pisau,
Kabupaten   Gunung   Mas,   Kabupaten   Murung   Raya   dan
Kabupaten   Barito   Timur   di   Provinsi   Kalimantan   Teflgah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002  Nomor  18,
Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180} ;

3.   Undang-Undang  Nomor   17  Tahun  2003  tentang  Keuangan
Negara  {Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003
Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4286) ;
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4.   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara  (Lembaran  Negara  RepHblik  Indonesia  Tahun  2004
Nomor  5,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4355) ;

5.   Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

6.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor  244,  Tambahan.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5587), sebagalmana telah diubah heberapa kali terakhir
dengan    Undang-Undang    Nomor   9    TahHn    £015    ter±tang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undar±g Nomor 23 TahuH 2014
tentang   Pemerintahan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679) ;

7.   UndaHg-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;

8.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005  tentang  Dana
Perimbangan   (Lembaran   Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2005   Nomor   137,   Tambahan   Lrmbaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 4575);

9.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2005  tentang Sistem
lnformasi    Keuangan   Daerah    (Lembaran    Negara   Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Ncrmor 4576) ;

10.Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2019    tentang
Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan L€mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322) ;

11. PefatHran Menteri Dalam Negefi Nun®r 77 TahHn 2020 tentan.g
Pedoman TekHis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor ±781);

12. Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pokok-Pokok
Pengelolaari   Keuangan   Daerah   {Ijembarari   Daerah   Kabupaten
Sukanara Thhun 2009 Nomor 4} sebagalmana telah diubah denganr
Perafuran Daerah Kabunpaten Sukamara Nomor  12 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009
tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan.  Keuan.gas.  Daerah  (I.+embaran.
Daerah Kabupaten SHkamara. Tchun 2017 -Nomor 12, Tamhahan
LEffibaran Daerah Kabupatefi Sulfamara NamGr 49} ;

13. Pefaturan Daerah Kabupaten SHkamara Nomor 6 Tahun 2016
tentang    Pembentukan    dan    Susunan    Perangkat    Daerah
Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukamara   Nomor   40},   sebagaimana   telah   diubah   dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019
tentang    Perubahan    Atas    Peraturan    Daerah    Kabupaten
Sukamara  Nomor  6  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan
Susunan  Perangkat Daerah  Kabupaten  Sukamara  {Lembaran
Daerah Kabtlpaten Sukamara Tahnn 2019 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67) ;



MEMUTUSIIAN :

Menetapkan    :              TtJRAm   BUPATI   REHTAVG   PEREGELOLAAH   mrvESTASI
JAVGKA pEueEK DI LIREKUHGAH PEMERIHTAII KABupATEtt
SUKAJNIARA

BABI
KETEHTUAH un4uM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.   Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2.   Pemerintah   Daerah   adalah   Kepala   Daerah   sebagai   unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahari yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.   Bupati adalah Bupati sukamara.
4.   Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam

rangka  penyelenggaraan  Pemeintahan  Daerah  yang  dapat  dinilai
denganuangsertasegrlabentukkekayaanyangdapatdijadikanmilik
daerah berhubung dengan. hak dan kewajiban Daerah tersebut.

5.   Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi         perencanaan ,         penganggaran ,         pelaksanaan ,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban dan pengawasan
keuangan daerah.

6.   Pejabat  Pengelola  Keuangan.  Daerah  yang  selanjuthya  disingkat
PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagal bendahara umum daelch.

7.   Anggaran   Pendapatan  dan   Belanja  Daerah  yang  selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keLian.gan tahunan daerah yang
ditetapkan dengan P€rda.

8.   Uang Daerah adalah uang yang dikuasal oleh Bendahara Umum
Daerah.

9t   Bendahara Umum Daer&h yang selaHjutnya disingkat BUD adalah
PPKD yang beriiHdak dalani kapasitas sebagal beHdahara umt±m
daeFch,

I 0. Kas Daerah adalah tempa± perryimpar±an uang daeFah yang diteHtuka±i
oleh     gubemur/bupati/walikota     untuk     menampung     seluruh
penerimaan daerali dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

11. Rekening    Kas    Umum     Daerah     adalah     rekening    tempat
pengvimpanan  uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah
untuk menampung seluruh  penerimaan  daerah  dan  membayar
seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

12 . Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum
daerah.

13. Bank   adalah   badan   usaha   yang   menghimpun   dana   dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

14. Bank Umum  adalah  bank yang melaksanakan  kegiatan  usaha
secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang
dalam    kegiatannya    memberikan    jasa    dalam    lalu    lintas
pembayaran.

15. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan
pada waktu tertentu berdasarkari pen.anjian nasabah penyimpan
dengan bank.
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16. Suhai Bunga Deposito adalah nilal yang harus diberikan oleh pihak
hank kepada nasabah sebagal imbalan alas simpanan nasabah saat
ini yang akan dikembalikan bank pada kemudiari hari.

17. Nisbah  adalah  rasio pemhagian keuntungan  (bagi hasil)  antara
pemilik dana dengan pengelola dana.

18. Investasi Jangka Pendek adalah merupakan investasi yang dapat
segera    dipeljualbelikan/dicairkan,    difujukan    dalaln   rangka
pengelolaan  kas  dengan  resiko  rendah  serta  dimiliki  selama
kurang dari 12 {dua belas} bulan`

19. Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat
pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya
oleh negara Republik Indonesia sesual nasa berlakunya.

20. Sertifikat  Bank  Indonesia   (SBI}   adalah   surat  berharga  yang
dikeluarhan   oleh   Bank   Indonesia   sebagai   pengakuan   utang
berjangka waktu  pendek  1  (satu)  sampai dengan  3  (tiga)  bulan
dengan sistem diskonto/ bunga.

21. Surat Perbendaharaan Negara (SPN}  adalah  Surat Utang Negara
(SUN} dengan jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan yang
dibayar dengan pembayaran btinga secara diskonto.

BAR 11
n4ALKsuD DAET Tu4uABr

Pa§al 2
Maksud dan tujHan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
a`   Memberikan.     pedoman     bagi     Pemerintah     Daerah     dalam

melaksanakan investasi jangka pendek.
b€   Agar   pe±aksa±±aa=±   in¥es-tasi  ja±±gka   peHdek  pads   PemeriHtah

Kaht±paten  Sukamara  memberikan  manfaat  khtlsusnyaL  untu_k
peningkatan Pendap&tan Asli Daerch.

BAB Ill
InyESTAsl dAHGKA PEHDEK

Bagian Pertama
Jenis Investasi Jangka Pendek

Pasal 3
(1)  Pemerintah  Daerah  dapat  melakukan  investasi jangka  pendek

sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas
daerah  dan  kualitas  pelayanan  publik  dengan  memanfaatkan
saldo kas daerah yang belum digunakan dalam waktu dekat.

(2)  Investasi  jangka  pendek  sebagaimana  dimaksud   pada  ayat  (1),
merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan
untuk dimiliki selama 12 {dua belas) bulan atau kurang.

{3)  Investasi jangka  pendek  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  {1),
dapat   dilakukan   dengan   mengoptimalkan   kas   yang   belum
dimanfaatkan dengan memperhatikan rencana pengeluaran.

{4) Investasijangka pendek sebagalmana dimaksud pada ayat ( 1 ) , meliputi:
a.   Deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan

sampal  dengaH  12  {dua  belas}  bulan  dan/atau  yang  dapat
dipelpanjang secara otomatis; dan

b.   Surat berharga negara jangka pendek seperti Sertifikat Bank
Indonesia (SBI) dan Surat Utang Negara (SUN).

{5}  Karakteristik  investa§i  jangk&  pendek  sebagaimana  dimaksud
pada a¥at {1}, meliputi:
a`   Dapat segera dipeH.ualbel±kan/dica±rkaH;
b.   Ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
c.   Iristrumefl keuangan deflgan risiko reHdah.
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Bagian Kedua
Deposito

Pasal 4
( 1)  BUD dapat menginvestasikan uang daerah dalam bentuk deposito

ben.angka  waktu  harian  atau  bulanari  dan  dapat  dipeapanjang
se€ara Qtomatis pada rekening di Bank Umuma untuk mempeFoleh
manfaat  eken®mi,  sosial  dan/atau  manfaat  lainnya  sepanjang
tidak m€ngganggu likuiditas keuangan daerah tugas daerah, da:ri
kualitas pelayanan pHblik.

(2)  PelaksanaaH   investas±   u&ng   daerah   d&1am   bentuk   deposito
sebagaiman&  dinakeud  pads  a.vat  (1}  harus  dapat  dipastikan
hahifr#a   BUE}    dap&t   men&rik   Hang   tersebHt.   s€bagian    atau
seha"hnya ke rekening kas Hmtim daerah pada sa&t dipeflukali
sebelum jatuh tempo, tanpa d±keHakan penalti`

{3}  Penerimaan bunga/nisbah/bagi hasil atas deposito sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) m€rupakan pendapatan daerah.

(4)  Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bank
Umum yang berlokasi di wilayah Kelja Bendahara Umum Daerah.

(5)   Penempatan uang daerah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dapat dilakukan pada bank umum yang :
a.   mengajukan   penawaran   suku   bunga  sesuai  suku   bunga

bank/ riisbah/ bagi hasil yang berlaku.
b.   memiliki     komitmen     terhadap     pengembangan     ekonomi

masyarakat.
c.   melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau

Coxporate Social Respousibthky di Z€abupaten Su:lza]"ara.
(6}  Bank umum yang menyimpan uang daerah dalam bentuk deposits

berkewajiban :
a.   menyampaikan hilyet deposito dengan nominal sesuai jumlah

uang daerah yang ditempatkan paling lama 3 (tiga) hari kerja
sejak penempatan.

b.   memb€rikan bunga deposito sesual suku bunga/nisbah/bagi
hasil yang disepakati.

c.   memberikan    informasi    berkaitan    dengan    mutasi    kas,
penerimaan buflga/ nisbah / bagi hasi±.

{7}  Depesito  di§impan  pada  Bank  Umum  sebagaimana  dimaksud
pads  a¥at  {1}  harms  memperhatikan  tingkat  suku  bunga  yang
kompetitif.

(8)  Jangka waktu dan besaran Hang daerah yang akan diinvestasikan
dalam bentuk deposito  pad& Bank Umum,  disesua±kan  deHgan
k_emamEluan_ dan_ ±±kuiditEi§ keu&Hgan_ daerah_+

Bagian Ketiga
Surat Berharga RTegara

Paml 5
{1}  BUD juga  dapat  menginvesfasikan  uang  daerah  dalam  bentuk

Surat Berharga Negara seperti Surat Utang Negara dan Sertifikat
Bank Indonesia.

{2)   Surat Utang Negara terdiri atas :
a.   Surat perbendaharaan Negara;
b.   Surat perbendeharaan Negara heriangka waktu sampai dengan 12

(dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
(3)   Penerinaan  bunga/nisbah/bagi  hasil  atas  surat  berharga  negara

sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1 ) merupakan pendapatan daerah.
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{4)  Besaran  uang  daerah  yang  akan  diinvestasikan  dalam  bentuk
Surat  Berharga  Negara  disesuaikan  dengan  kemampuan  dan
likuiditas keuangari daerah.

BAB IV
MEEENISME

Bagian P€rtama
Beposit®

Pasal 6
( 1)  BUD menyiapkan rencana penempatan daHa pada investasijangka

pendek dalam bentHk depoalto kepada Kepala Daerah.
{2}  Rencaria ini mencakup besaran nominal depQsito, jangka wakttl

deposito,  bank  yang  ditnnjHk  seFta  alasan  dan  hasil  analisa
pemilihan investasi.

{3)  Berdasarkan  rencana penempatan deposito yang diajukan  BUD
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) Kepala Daerah menerbitkan
Surat Keputusan Kepala Daerah tentang investasi jangka pendek
dalam bentuk deposito.

(4)  Berdasarkan   Surat   Keputusan   Kepala   Daerah   sebagaimana
dimaksud pada ayat (3}, Bupati menyampaikan Surat Pembukaan
Rekening  Deposito  yang  dilampiri  dengan   Surat   Pernyataan
sumber dana tidak berasal dari pifijaman dan tidak berasal darn
dan atau pencucian uang kepada bank yang ditunjuk.

(5}  Berdasarkan   surat   pembukaan   rekening   deposito   dan   surat
pemyataan      Bupati,      BUD      melakukan      pemindahbukuan
penempatan deposits untuk jangka waktu sampai dengan 3 (tiga}
bulan  dari  Rekening  Has  Umum  Daerah  ke  Rekening  Deposito
Bank yang dituju.

{6)  Penempatan  Uang  Daerah  pada  Bank  Umum  dalam  bentuk
deposito    dituangkan    dalam    perjanjian    keljasama    antara
Pemerintah Daerah melalui BUD dengari Bank yarig disesualkan
dengan ketentuari yang berlaku.

{7)  FQrmat    Surat    Pembukaan    Rekefling    Deposito    dan    Surat
Pemyataan sebagaimana dimaksud pada ayat {4} tercantum dalam
Lanpiran I dan Lampiran 11 Peraturan Bupati ini.

Pasal 7
{1)  Bunga dan atau jasa giro atas penempatan uang daerah dalam

bentuk deposito ini merupakan pendapatan daerah.
{2)  Apabila BUD membuka rekening penerimaan bunga dan atau jasa

giro sebagalmana dimaksud pada ayat (1)  maka bunga deposito
dapat    langsung    dipindahkan    ke    rekening    penampungan
penerimaan bunga deposito.

{3)  Deposito  sebagaimana dimaksud  pada ayat (2) yang telah jatuh
tempo,  balk  pokok  maHpun  bunga  depositonya  akan  langsung
dipindahbtlkukan ke R€kening Kas UmHm Daerah.

{4}  Apabila  BUD  tidak  membtika  rekening  pefierimaan  bunga  dan
atau jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat {1) maka buHga
deposito  dapat  langsung  dipindah  bHkukan  ke  Rekening  Has
Umum Daerah.

{5)  Deposito sebagaimana dimaksud  pada ayat (4) yang telah jatuh
tempo,  pokok depositonya  akan  langsung  dipindahbukukan  ke
Rekening Kas Umum Daerah.



Bagian Kedua
Surat Berharga Hegara

Pasal 8
( 1)  Investasi jangka pendek dalam Surat Berharga Negara baik dalam

bentuk SUN maupun SBI, BUD harus meyakini bahwa dana yang
digunakan adalah  dana yang benar-benar belum dimanfaatkan
dalam waktu dekat {£c±!€ casrty.

{2)  BUD  menyiapkan   rencana  penempatan   dana  pada   investasi
jangka  pendek  kepada  Kepala  Daerah.  Rencana  ini  mencakup
jumlah  dana  yang  akan  diinvestasikan  dan  pilihan  investasi
beserta alasan dan hasil analisa pemflihan investasi.

{3}  B€rdasarkan Fencana penempatan dana yang diajukan BUD atas
rencana investasi jangka pendek, Kepala Daerah menetapkan jenis
investasi jangka pendek yang dipilih dengan menerbitkan Surat
Keputusan Kepala Daerah.

{4}  Berdasarkan SK Kepala Daerah tersebut Kuasa BUD menerbitkan
Surat PeriHtah  PermiHdahbukuan,  ufittik pemindahan dana darn
kas umum daerah pada jenis investa§i yang dipilih.

BABV
REEHENISME PEHCAIRAN

Eagi&n Peftama
Depcsit®

Pasal  9
{1)  BUD   dapat   mencalrkan   sebagian   atau   seluruh   uang   yang

ditempatkan  dalam  bentuk  deposito  dengan  membuat  surat
pencairan  deposito  sebagal  pemberitahuan  tertufis  pada  bank
umum yang ditunjuk.

(2}  Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari BUD, bank umum segera
melakuhan  konfirmasi kepada BUD  berkaitan dengan  pencairan
deposito  paling  lama  3  (tiga)  jam  sebelum  melakukan  transfer
sejumlah nominal dimaksud ke rekening kas umum daerah.

(3}  Apabila  pencairan  deposito  dilakukan  bukan  pada  saat jatuh
tempo maka perhitungan bunga/nisbah/bagi hasil berdasarkan
perianjian keljasama dengan bank umum.

Bagian Kedua
Surat Berharga Negara

Pasal  10
(1)   Hasil investasi jangka pendek dalam bentuk SUN dan SBI yarig

berupa  bunga/diskento  disetorkan  langsung  ke  Rekening  Kas
Umum Daerah.

(2)  Investasi jangka pendek dalam bentuk SUN dan SBI harus disetor
ke   Rekening   Kas   Umum   Daerah   setelah  jatuh   tempo   atau
berakhimya nasa investasi jangka pendek yang telah ditentukan.

DAB VI
EVALUASI DAN REKONSILIASI

Pasal 1 1
{ 1 )  BUD melaksanakan pemantauan dan evaluasi penempatan Uang

Daerah dalam bentuk inv€stasi jangka pendek secara berkala.



{2)  Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)   menjadi   bahan   pertimbangan   Hntuk  kelanjutan   investasi
kedepannya.

{3)  BUD   setiap   bulan   melakukan   rekonsiliasi   berkaitan   dengan
jumlah  deposito  dan  bunga/nisbah/bagi  hasil  deposito  dengan
bank umum, pemegang kas dan pihak lain yang terkait.

BAD VIE
KETEmTUAnr PERAI;IHAFT

Pasal 12
Pada  saat  Peraturan  Bupati  ini  mulai  berlaku,  penempatan  uang
daer&h pad& bank umum daialn bentuk rekeHing deposito sebelumnya
tetap berlakH dan untuk penempatan tiang daerah pada bafik umum
dalam     bentuk     rekening     depo§ito     yang     dilakukan     setelah
diHndangkannya Peraturan BLipati ini, wajib menyesuaikan dengan
k€tentHan dalam Perafuran Bnpati ini.

RE till
KETENTUAN PENUTuP

Pa§al 13
PeratuF&n Bupati ini mHlal berlakH pada tanggal diLindangkan.

Agar     setiap     orang     dapat     mengetahuinya,     memerintahkar±
pengundangaH  Peraturan Bupati ini dengan peHempatannya dalarn
Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal, 9 Juni 2021

BUPATI SUKAMARA,

ttd

VIHDU SUBAGIO
Diundangkan di Sukamara
pada tanggal, 9 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd

SUTRISRIO

BERITh DAERAII KABUPATEN SUKAMARA TAIIUN 2021 NOMOR 20

:``.:i:i-:,`l:::\i\:.:i,i.,,``/,
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EREPIEEN I
PERATURAN BUPATI SURAMARA
NOMOR  20  TAHUN 2021
TENTANG         PENGELQLAAN         INVESTASI
JANGRA       PENDEK       DI        LINGKUNGAN
PEMERINTAH RABUPATEN SURAMARA

BUPATI SUKAMARA

Nomor
Lanpiran
Perihal

1 (satu) eksemplar
Pembul=aan Rekening
Deposits

Sukamara,.......,.............

Kepada'
Yth. Sdr Pimpinan

PT.  Bank ........
di-

Sukanara

Sehubungan dengan Saldo Kas Daerali cukup memadal dan
tidak    mengganggu    likuiditas,    maka    untuk    mengoptimalkan
pengelolaari  kas,  hami  akan  menempatkan  sebadran  uang  has
daerah dalam tabungan. berian8ka {D€posito} atas nana Penerinfah
Kabupaten  Suhamara  dalam  jangka  waktu   1  (satu)  bulan  dan
dipelpanjang secara otomatis setiap tanggal jatuh tempo.

Pembukaan     rekening     deposito     dimaksud     dengan
memindahbukukan dari kas daerah ke rekening deposito, yaitu
sejumlari  Rp ..................,-  (  ....................  i  yang  dilakukan  oleh
Bendahara   Umum    Daerah    Berdasarkan    Peraturan    Bupati
Sukamara Nomor ........ Tahun 2021 Tentang Pengelolaan lnvestasi
Jangka Pendek Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara.

Hal  ini  dilakukan  demi  meningkatkan  Pendapatan  Asli
Daerah {PAD} darn objek I.aln-hain Pendapatafl Asli Daerah Yang
Sah, khususnya pendapatan bunga deposito.

Tarif   bunga   deposito   sesuai   kesepakatan,   yaitu   tarif
maksimal  s€sual  dengan  ketentuan yang  berlakH.  Pendapatan
alas    hanga    deposits    tersebHt    segera    dipindahbukHkari
€ditransfer}  pada taliggal dan hard yarig sana ke Rekening Has
Umum  DaeFah  KabHpaten  Sukamara  pada  Bank  ...a ............. `...
dengan nomor rekeHing . t ........ ` . . i ......

Demikian   disampaikam   atas   kerjasamanya   diucapkari
teriffia kasih.

BUPATI SUKARILARI,

Tembusan disampalkan kepada Yth :
1. KetHa DPRD KabHpaten SHkamara.
2. Inspelrfur Daerah Kabupaten SHkamara.

Jalan Tjilik Riwut Kin.7 Sukamara Kalimantan Tengah
Telp/Faks (0532) ...  Website` www ......  e-mail ......  Kode Pos 74714

BupATI suKAmARA,
ttd

WIHDU SUEAGIO
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hrml- I1
PERATURAN BUPATI SUEIAMARA
NOMOR  20  TAHUN 2021
TENTANG         PENGELQ LAAN         INVE STAS I
tJAN G KA        PE NDEK        DI        LI N GKU NGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

BUPATI SUKAMARA

SURAT PERBI¥fiTfiAlr

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama          :                                 t
Jabatan         :   BUPATI SUKAMARA
Alamat           :   Kantor Bupati J1. Tjilik Riwut Kin 07 Sukamara 74172

Telp/far.  (0532)  ....,............. `...

Menyatakan  bahwa  deposits  darn  Pemerintah  Daerah  Kabupaten
Sukamara        pada        Bank ................... +§ebesar        Rp .....................,
{ ............................ }  adalah  bersumber  darn  dana  APBD  Kabupaten
Sukamara    Tahun    Anggaran ...........,         dengan     tujuan     untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Sumber dana deposito dimaksud :
a.   Tidak herasal dari pinjaman atan fasiHtas pembiayaari dalam bentuk

apapun dari Bank dan atau pihak lain di Indonesia.
b.   Tidak beFasal darn dan atau pencucian uang (money laundering).

Dem±k±anlah peI¥±.¥atE±an ini dibuat Hnttlk dapat d±pergtirlakaH
sebagaimana mestingra`

Sukamara,.,...+.,,`.t+.*t`t±®

Yang Menyatakan

BtrpATI SUHE±,

Jalan Tjilik Riwut Kin.7 Sukamara Kalimantan Tengah
Telp/Faks (0532) ... Website. \rm/w ......  e-mail ,.....  Kode Pos 74714

BUPATI SUKAREARA,

ttd

VIREU SuBAGIO
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